
BUPATI MUNA

PERATURAN BUPATI MUNA

NOMOR TAHUN 2011 

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN ( U P T B )

BUPATI MUNA,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1), dan ayat (3). Pemera 

Daerah Kabupaten Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lemban 

Teknis Daerah Kabupaten Muna, maka datam rangka memenuhi tuntutan kebuR 

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pembtnaa 

kemasyarakatan khususnya pelaksanaan tugas-tugas teknis operasional Babs 

Kecamatan, dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Badan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. , ; 

dalam Peraturan Bupati Muna tentang Pembentukan Unit Petaksana Ttb - 

Kabupaten Muna.

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah -dae '; ; ;

di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 47 " n '  -

Lembaran Negara Nomor 1822);

2 . Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ^  r 

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 55, Tambahan Lembaran ! n  i 

Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-u; ( ,t 

Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Reo; b j 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indc-nesr 

Nomor 3890);

3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pe;n e ; ; 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia T t 

Nomor 353 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, L ir  i i  

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran r h  a 

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Unda i !-u 

Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggan: b 

undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nome b b  ̂ ;

2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang ( Lembaran N; ;

\



Repubiik tndonesia Tahun 2005 Nomor 108,Tambahan Lembaran Negara Repi bi 

Indonesia Nomor 4548);

5 Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indai s

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ^  8

6 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangar .  ̂

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan 

Negara Republik Indonesia Nomor 457);

7 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pe i r - 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indones a

2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Uru Bi

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pernem;?! 

Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 (

Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 , Tambahan Lambarg; 

Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Pra r

11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran D i n 

Berita Daerah;

12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Or^ 

Lingkungan Pemerintah Daerah;

13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Peturii'h ; 

Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

14 Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penetapan U n s 

Pemerintahan Daerah Kabupaten Muna ( Lembaran Daerah Kabupaten Muna Js  iu 

2007 Nomor 12);

15 Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 02 Tahun 2008 tentang Perubahan r,tas 

Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembeitn^a! 

Organisasi Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Kebupaten Muna (Lembaran Da^a' 

Kabupaten Muna Tahun 2008 Nomor 02);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA T"< '

BADAN ( U P T B ) KABUPATEN MUNA.



BAB) 
KETENTUAN UMUM 

Pasat 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muna.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muna.

3. Bupati adalah Bupati Muna.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muna.

5. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mun.i

6. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat (UPTB) adais^ J; 

Pelaksana Teknis Badan Kabupaten Muna.

BABtt 
PEMBENTUKAN 

Pasat 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Tekni Badan Pemberday3an 

Perempuan dan Keluarga Berencana terdiri dari:

a. UPTB Kecamatan Towea

b. UPTB Kecamatan Napabalano

c. UPTB Kecamatan Lasalepa

d. UPTB Katobu meliputi Kec. Katobu dan Kec. Batalaiworu

e. UPTB Kecamatan Duruka

f. UPTB Kecamatan Lohia

g. UPTB Kontunaga meliputi Kec. Kontunaga dan Kec. Watopute

h. UPTB Kusambi meliputi Kec. Kusambi dan Kec. Napano Kusambi

i. UPTB Lawa meliputi Kec. Lawa dan Kec. Wadaga

j. UPTB UPTB Barangka meliputi Kec. Barangka dan Kec. Sawerigadi 

k. UPTB Kecamatan Kabawo

I. UPTB Kabangka meliputi Kec. Kabangka dan Kec. Kontukowuna

m. UPTB Kecamatan Parigi

n. UPTB Bone meliputi Kec. Bone dan Kec. Marobo

o. UPTB Tongkuno meliputi Kec. Tongkuno dan Kec. Tongkuno Selatan

p. UPTB Maligano meliputi Kec. Maligano, Kec. Batukara dan Kec. Wakorun b;

Selatan

q. UPTB Pasir Putih meliputi Kec. Pasir Putih dan Kec. Pasikolaga 

r. UPTB Tikep meliputi Kec. Tikep dan Kec. Tiworo Tengah



s. UPTB Kec. Tiworo Utara

t. UPTB Maginti meliputi Kec. Maginti dan Kec. Tiworo Selatan.

(2) Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan diatur dengan 

Peraturan Bupati.

BAB ttt

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSt 

Pasat 3

(1) Unit Pelaksana Teknis Badan merupakan unsur petaksanan tugas teknis operasional 

dan atau kegiatan teknis penunjang penunjang Badan.

(2) Unit Pelaksana Teknks Badan mempunyai tugas melaksanakan sebagian :u is 

tertentu Badan yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan

(3) Unit Pelaksana Teknis Badan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada diba- 3 

dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan secara operasicna 

dikoordinasikan oleh Camat.

(4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unit n 

Teknis Badan mempunyai fungi:

a. Penyusunan perencanaan dan program sesuai dengan bidang tugasnya

b. Pengkoordinasian tugas teknis opersional kepada instansi terkait.

c. Pelaksanaan urusan administrasi keuangan, kepegawaian, umum, perlengkapan.

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

BAB tV 
SUSUNAN ORGANtSASt 

Pasat 4

(1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Badan terdiri dari:

a. Kepala;

b. Sub Bagian Tata Usaha;

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana tercan <f 

pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peratnrar 

Bupati ini.

BABV
KELOMPOK JABATAN FUNGStONAL 

Pasat 5

Di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Badan dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



-5 - 

Pasat 6

(1) Kelompok Jabatan Fungsionat terdiri dari sejumtah tenaga fungsionai yang ie 

dalam berbagai keiompok tenaga fungsionat sesuai dengan bidang keahliannya

(2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang terac 

fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan;

(3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan berdasa ka 

kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB Vt
ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN 

Pasat 7

(1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan merupakan Jabatan Struktural Eselon i V a

(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan Jabatan Struktural Eselon IV b.

Pasat 8

Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dianok ;̂: e: 

diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangamn dari Bupati.

BABVtt 
TATA KERJA 

Pasat 9

(1) Datam metaksanakan tugas Unit Pelaksana Teknis Badan wajib menerapkan prirsir 

koordinasi, integrasi dan singkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun 

antar satuan organisasi terkait.

(2) Unit Pelaksana Teknis Badan wajib menyampaikan laporan berkala kepada Kepaia 

Badan.

BAB Vttt 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasat 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 02 teri; 

Pembentukan Unit pelaksana Teknis Badan (UPTB) Kabupaten Muna, Peraturan Buo Y  ̂ :

15 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Muna Nomor 02 Tahun 20G 3 *< 

Pembentukan Unit Pelaksanma Teknis Badan (UPTB) Kabupaten Muna dinyata  ̂

berlaku lagi.



Pasat 11

Peraturan Bupati ini muiai bertaku pada tangga) diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupat: im 
dengan penempatannya datam Berita Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha

Pada tangga) { — - 2011

Diundangkan di Raha 

Pada tangga! 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUNA

^HfLAORA,

BERiTA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2011 

NOMOR....P^



BAGAN SUSUNAN ORGANtSAS! UNtT 
PELAKSANA TEKN)S BADAN KABUPATEN MUNA

KEPALA

KELOMPOK
JABATAN

FUNGSIONAL

LAMP!RAN : PERATURAN BUPAT! MUNA
NOMOR : O Y TAHUN 2011
TANGGAL : t/- 2011

SUBAG 
TATA USAHA


